SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial perlu adanya pedoman Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubur_lgan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana
telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

20.Peraturan Menteri....... /4



Menetapkan

4.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

21

22.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6730);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelf-,nggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan.......
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18.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan D -
Peraturan Daerah. aerah yang ditetapkan dengan

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemeri j

: ntahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kegmentelj'ian
negara _dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. ,

U'rusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Umsan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Provinsi.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Belanja Hibah....... /6
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19.Belan3_a Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Nepara
Badan Usa1:1a Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, partai pglitil;
serta orgam_sasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Ir,ldonesia yan
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak Waji’b daﬁ
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundan :
undangan. )

20. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau
b.arang kfepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.

21. Naskah Perjgnjl:fm Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskal:1 perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah.

22.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.

23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan

sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II
BELANJA HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang,
barang dan/atau jasa.

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(4) Belanja Hibah....... /7
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(5)

-

Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek

rincian objek, dan sub rincian obj k i
_ , Jek pada program, kegiat
kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daeri. gatan, dan sub

Penganggaran Belanja Hibah yang bukan merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat pdilakuﬁgsagenggg
kete':ntuan bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada,
Perangkat Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

R o000 o

(1)

(4)

(5)

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
Badan dan Lembaga;

Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
Partai Politik.

Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan
daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan:

a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan,;

b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Wali Kota;

c. Dbersifat nirlaba....... /8
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C. bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan
kewenangannya; atau

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada:

a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau

b. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g,
dapat berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dengan besaran penganggaran
belanja bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan
Paragraf 1
Kriteria
Pasal 6

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi
kriteria paling kurang: .

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; .

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap

tahun anggaran, kecuali;
1. kepada  Pemerintah  Pusat dalam  rangka ' mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan,;

d. memenuhi persyaratan administrasi pengusulan Hibah.

Badan dan lembaga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Paragrat 2....... /9
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Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 7

Hibah _kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, diberikan dengan
persyaratan paling sedikit memuat:

a.

b.

penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah lainnya;

penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi
pemerintahan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan /atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ dan huruf d, diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

a.

b.

penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;

penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.
b.

C.
d.

500

j-

memiliki kepengurusan yang jelas;

memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Kampung/Lurah dan
diketahui oleh kepala Distrik setempat;

memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;

berkedudukan dalam wilayah administasi Pemerintah Provinsi Papua
Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah Provinsi pemberi hibah;

tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak
terjadi konflik internal;

memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan tidak
sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang diajukan
merupakan pekerjaan konstruksi;

memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga;

memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan badan/ Lembaga,
instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya;

memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bagi badan dan lembaga yang
wilayah kerjanya di wilayah Provinsi Papua Tengah;

memiliki NPWP, dikecualikan bagi tempat-tempat ibadah.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf f, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.
b

memiliki kepengurusan yang jelas; _
telah terdaftar pada kementerian yang membidangi masalah hukum

dan hak asasi manusia;
c. berkedudukan dalam....... /10
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(2)

(3)

(4)

(1)

+] [Ju

berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah;

n_1emiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; ’

e. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak
terjadi konflik internal;

f.  memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan tidak

sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang diajukan

merupakan pekerjaan konstruksi;

memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

a0
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Bagian Ketiga
Pengajuan
Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik N egara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi
Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulan Belanja Hibah
secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal.

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap

dan ditandatangani oleh:

a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi
Pemerintah;

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;

c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan.

Khusus untuk pemohon rawan melanjutkan Pendidikan, yaitu peserta
didik tidak mampu yang diterima di sekolah negeri dan diterima di sekolah
swasta atau yang mendaftar ke sekolah swasta dan diterima di sekolah
swasta dapat mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur setelah
penerimaan peserta didik baru.

Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk
membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaan, hanya
diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program
Pemerintah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 9

Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
paling sedikit dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. proposal permohonan, yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan; dan
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.
b. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi masyarakat); .
c. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi masyarakat), berisi
uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang
dapat dihubungi;
d. hibah berupa....... /11



